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IKHTISAR 
 
MUHAMMAD HAMBALI    :   Delik Penganiayaan Ibu Hamil Menurut Hukum 
Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif 
 
 
Terciptanya ketentraman dan kedamainan dalam setiap hubungan dalam masyarakat 
dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur 
(relegen/anvullen recht) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (dwingen 
recht) bagi setiap anggota masyarakat agar taat dan patuh terhadap hukum. Akibatnya 
ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan 
dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung 
terus dan diterima oleh semua elemen masyarakat. Meskipun peraturan-peraturan 
telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar, misalnya dalam hal penganiayaan 
yang bertentangan dengan KUHP Pasal 351-358. Terhadap para pelaku tentu saja 
dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. 
 
Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk memperoleh data dari ketetapan-
ketetapan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif tentang delik penganiayaan 
dan untuk memperoleh data tentang ketentuan dari kedua hukum tersebut bagi pelaku 
penganiayaan 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana perspektif 
hukum pidana Islam tentang delik penganiayaan, Bagaimana perspektif hukum 
pidana positif tentang delik penganiayaan, Bagaimana penerapan kedua sanksi hukum 
tersebut dalam tindak pidana yang menyebabkan kematian janin akibat penganiayaan. 
 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan 
melakukan studi kepustakaan (library research). yaitu dengan mengambil beberapa 
aturan atau ketentuan yang ada mengenai delik penganiayaan yang bersumber dari 
hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.  
 
Dari analisa data diatas, dapat disimpulkan bahwa delik penganiayan terhadap ibu 
hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana Islam dan hukum 
pidana positif adalah sebagai berikut: hukum pidana Islam mengatur penganiayaan 
sebagai Jara’im al-Qisas. Sedangkan mengenai kematian janin dalam perut ibunya 
hukum pidana Islam menentukannya sebagai sebuah penganiayaan yang bersanksikan 
gurrah, yaitu semacam hukuman diyat yang besarnya adalah lima ratus dirham atau 
seratus ekor unta yang dibayarkan kepada si ibu atau keluarganya. Sedang hukum 
pidana positif juga membagi penganiayaan menjadi beberapa bagian sesuai dengan 
berat ringannya perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Pembagian tersebut 
berdampak pula dalam pemberian pidananya. Hukuman yang berlaku untuk tindak 
penganiayaan adalah hukuman penjara.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan berjalannya manusia dalam kehidupan ini, sejak awal 
penciptaan dalam dirinya terdapat kepribadian yang beraneka ragam serta 
dikendalikan oleh kecenderungan naluri yang berbeda pula. Fitrah telah 
menentukan bahwa setiap individu tidak akan dapat berkembang dengan 
sendirinya. Ia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan 
orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, dalam menyempurnakan sebab-sebab 
hidupnya yang tidak dapat dilakukan oleh tangan dan pengetahuannya, serta 
bahan yang tidak dapat dibawa oleh kekuatannya. Dengan demikian, kehidupan 
manusia adalah kehidupan kelompok, dalam setiap individu dari kelompok itu 
saling membutuhkan dalam membangun masyarakat, dan saling mengatur semua 
kesulitan agar menjadi kehidupan yang damai.
1
 Manusia adalah makhluk 
bermasyarakat, yang oleh Aristoteles disebut dengan  zoon politicon. 
Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran 
serta berbagai macam usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan 
kebutuhan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepentingan-kepentingan seseorang 
itu dapat berkaitan sangat erat dengan kepentingan orang lainnya. Adakalanya 
                                                     
1
Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Fikih Islam , alih bahasa Nurhadi AGA, cet. ke-1 (Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 8. 
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kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antara 
manusia dalam memikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat 
mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapatlah timbul 
pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian itu sangat membahayakan 
ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidak diatur, 
niscaya akan terjadi “homo homini lupus”.2 
Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat 
dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur 
(relegen/anvullen recht) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (dwingen 
recht) setiap anggota masyarakat agar taat dan patuh terhadap hukum. Setiap 
hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang 
berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan 
hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah 
sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, demi menjaga agar 
peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh 
anggota masyarakat.
3
 
Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (ubi-ius 
ubi-societas). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan 
                                                     
2
Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin Meliala, Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek 
Hukum Pidana, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985), h. 25. 
3
Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), h. 48. 
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hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam 
seluruh lapisan masyarakat.
4
 
Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum 
pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana 
terhadap tubuh.
5
 Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula 
ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan. delik ini ancaman 
pidananya mengacu pada KUHP Buku I Bab II tentang pidana, terutama pada 
pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua 
macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan.
6
 
Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam 
hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Aturan 
hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 
atau hukum keluarga, Al-Ahwal Al-Madaniyyah atau hukum privat, Al-Ahwal Al-
Jinayah atau hukum pidana dan sebagainya. 
Hukum Pidana Islam (jinayah) didasarkan pada perlindungan HAM 
(Human Right) yang bersifat primer (Daruriyyah) yang meliputi perlindungan 
atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak 
tersebut oleh Asy-Syatibi dinamakan Maqasid Asy-Syari’ah. Hakikat dari 
pemberlakuan syari’at oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
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Ibid., h. 49. 
5
Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan 
Prevensinya, Ed. 1. cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 50.  
6
Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet. ke-28 (Jakarta: Bumi Aksara, 
2009), h. 5-6. 
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manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut 
dapat diwujudkan dan dipelihara.
7
 
Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana 
mengacu pada Al-Qur’an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan 
jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.
8
 
Sebagaimana firman Allah. SWT, dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) 
:178. 
                                 
                             
                     
     
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi 
ma'af dengan cara yang baik (pula).
9
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
7
Asfri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Asy-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996), h. 71-72.  
8
Abdoel Raoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum  (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 132. 
9
DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  
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Dan firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah (5) :45 
 
                        
                        
                           
Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka 
(pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, 
Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 
 
 
 
Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, 
merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri, pembunuhan serta 
penganiayaan. Dalam islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan 
yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya barang 
siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara 
manusia seluruhnya.
10
 
Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam pidana 
islam diancam dengan hukuman qisas. Akan tetapi, tidak semua pembunuhan 
dikenakan hukum qisas, ada juga yang hanya dikenakan sebatas diyat (denda), 
yaitu pembunuhan atas dasar ketidak-sengajaan, dalam hal ini tidak dikenakan 
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Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari’at dalam Wacana dan 
Agenda, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 71-72. 
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qisas, melainkan hanya wajib membayar denda yang ringan. Denda ini 
diwajibkan kepada keluarga yang membunuh, bukan kepada yang membunuh. 
Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir 
tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.
11
 
Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam 
maupun pidana positif yang telah disebutkan di atas akan menjadi menarik untuk 
dibahas ketiaka keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya 
penyelesaian, dalam hal ini adalah delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang 
mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana 
positif. 
Yang menjadikan kenapa penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut 
adalah karena selama ini sering terjadi tindak-tindak kekerasan dan pelecehan 
terhadap perempuan yang menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah 
kasus penganiayaan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini. Latar 
belakang terjadinnya hal tersebut biasanya juga dikarenakan adanya kelakuan 
yang tidak wajar sehingga akan menimbulkan aib apabila diketahui oleh 
masyarkat, seperti adanya kehamilan diluar pernikahan atau akibat perkosaan.  
Sedangkan berkenaan dengan kasus-kasus tersebut belum ada ketegasan 
mengenai sanksi-sanksi hukumnya.  
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Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet ke-48 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 430. 
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Dari penomena diatas, dapat penulis temukan permasalahannya adalah 
sejauh mana delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan 
kematian janin menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 
 
B. Perumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang diatas, penulis sadar betul untuk mengkaji 
seputar permasalahan yang berkaitan dengan delik penganiayaan terhadap ibu 
hamil yang mengakibatkan kematian janin dan sanksinya. Demi untuk 
terarahnya pembahasan skripsi ini, maka penulis memandang perlu adanya 
pembatasan masalah-masalah yang dianggap pokok. Maka penulis membuat 
perumusan sebagai berikut.  
1. Identifikasi Masalah  
a. Wilayah Penelitian 
 Wilayah penelitian ini adalah ketidak jelasan delik penganiayaan terhadap 
ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana 
Islam dan hukum pidana positif.  
b. Pendekatan penelitian 
 Pendekatan dalam penelitan ini menggunakan pendekatan normatif dengan 
melakukan studi kepustakaan (library research).  
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c. Jenis Masalah  
Jenis masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan 
hukum pada hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang delik 
penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.  
2.  Pembatasan Masalah 
Batasan masalah bersifat penyederhanaan dan penyempitan ruang 
lingkup masalah, agar masalah ini lebih jelas dan terarah sehingga tidak 
terjadi kekeliruan. Maka dalam penelitian ini, permasalahan akan dibatasi 
pada delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian 
janin menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif.  
3. Pertanyaaan Penelitian  
a. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang delik penganiayaan ? 
b. Bagaimana perspektif  hukum pidana positif tentang delik penganiayaan ? 
c. Bagaimana penerapan kedua sanksi hukum tersebut dalam tindak pidana 
yang menyebabkan kematian janin akibat penganiayaan ? 
 
C.  Tujuan Penelitan  
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan 
skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui perspektif dari hukum pidana Islam tentang delik 
penganiayaan. 
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2. Untuk mengetahui perspektif dari hukum pidana positif tentang delik 
penganiayaan. 
3. Untuk mengetahui penerapan dari kedua sanksi hukum tersebut bagi pelaku 
penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin. 
 
D.  Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai sumbangsih 
pemikiran dalam khazanah hukum Islam dan hukum positif, khhususnya 
mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian 
janin.  
 
E.   Kerangka Pemikiran  
Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara dengan baik 
bilamana tiap-tiap anggota masyarakat senantiasa mentaati peraturan-peraturan 
(norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini 
dikeluarkan oleh Pemerintah. Meskipun peraturan-peraturan telah dikeluarkan, 
masih ada saja yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, misalnya dalam hal 
penganiayaan, yaitu tindak pidana terhadap tubuh dan yang bertentangan dengan 
hukum (KUHP Pasal 351-358). Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan 
hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum 
10 
 
 
itu. Segala peraturan–peraturan tentang pelanggaran (overtredinger), kejahatan 
(misdrijven), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (strafrecht) dan dimuat 
dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (Wetboek van Strafrecht) yang disingkat KUHP (WvS).
12
 
Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayah) didefinisikan sebagai 
larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya 
membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan 
perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang 
diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya 
dilarang oleh syari’at. Dengan kata lain, melakukan (commision) atau tidak 
melakukan (ommision) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang 
ditentukan oleh syari’at adalah kejahatan.13 
Klasifikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas oleh 
para ahli hukum Islam adalah hudud, qisas, dan ta’zir. Kategori qisas jatuh pada 
posisi di tengah antara kejahatan hudud dan ta’zir dalam hal beratnya. Kejahatan-
kejahatan dalam kategori qisas ini kurang serius dibanding yang pertama 
(hudud), namun lebih berat daripada yang berikutnya (ta’zir). Sasaran dari 
kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia 
terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan 
terhadap manusia atau crimes against persons. Jadi penganiayaan yang 
                                                     
12
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-7 (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1986), h. 257. 
13
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam., h. 20. 
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menimbulkan luka/sakit karena kelalaian masuk kedalam kategori tindak pidana 
qisas ini.
14
  
Penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan elemen-elemen atau unsur-
unsurnya, melainnkan hanya menyebutkan kualifikasinya atau nama deliknya 
saja, yaitu penganiayaan (mishandeling) dipidana, dan seterusnya.  
Menurut Doctrine (ilmu pengetahuan), penganiayaan diartikan sebagai 
setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit 
atau luka kepada orang lain. Sedangkan menurut penafsiran dari H.R. (Hoge 
Radd) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata 
menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu 
alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
15
 
Melukai atau penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, 
semi sengaja, dan kesalahan. Menurut Topo Santoso
16
, dalam hal ini para ulama 
membaginya menjadi lima macam, yaitu : 
1. Ibanat Al-Atraf, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya 
pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya 
                                                     
14
Ibid, h. 22-23. 
15
Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Bandung: 
Armico, 1985), h. 83. 
16
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam., h. 38. 
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2. Izhab ma’a Al-Atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota 
badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, 
tuli, bisu dan sebagainya 
3. Asy-Syijjaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus) 
4. Al-Jarh, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di 
dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada 
5. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan 
di atas. 
 
Menurut Musthafa Raib Al-Bagha
17
, Adapun syarat-syarat dari qisas 
dalam penganiayaan adalah sebagai berikut:  
1. Persamaan nama yang khusus, seperti kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. 
2. Keadaan yang terpotong tidak kurang daripada anggota yang dipotong, maka 
tidak dipotong bagian yang sempurna dengan sebab bagian yang syalal 
(lumpuh).  
 
Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan ataupun penganiayaan tidak 
selalu mendapatkan hukuman qisas dapat juga diyat (denda), hal ini seperti 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah, Nabi bersabda : 
                                                     
17
Mustafa Raib Al-Bagha, At-Tazhib fi Adillati Matn Al-Ghooyah wa At-Taqrib, (Jeddah : 
Sanqopurah, 1978), h. 195. Lihat juga karya Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim Minhajul 
Muslim, cet. Ke-1, Edisi Revisi, (Jakarta: Darul Falah 2000), h. 681 
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 لاجر اولتق ةعازخ ّنأ ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ىيحي نع نابيش انثَدح ميعن وبأ انثَدح
 َدح ىيحي نع برح انثّدح ءاجر نب الله دبع لاقو حتف ماع ّهنأ ةريره وبأ انثَدح ةملس وبأ انث
 هيلع الله ّىلص الله لوسر ماقف ّةيلهاجلا يف مهل ليتقب ثيل ينب نم لاجر ةعازخ تلتق ةّكم
داقي نا اّماو ىّدؤي نا اّما نيرّظنلا ريخ وهف ليتق هل لتق نم لاقف ّملسو(. ىراخب هاور
ملسمو.) 
Artinya:  Barangsiapa terbunuh saudaranya, maka ia boleh memilih salah satu 
dari dua alternatif, apakah ia meminta tebusan ataukah menuntut 
balasan.
18
 
 
 
Sedangkan menurut Leden Marpaung
19
, bahwa penganiayaan yang diatur 
dalam KUHP terdiri dari : 
1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :  
a. Penganiayaan biasa 
b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 
c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati 
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP 
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian 
sebagai berikut : 
a. Mengakibatkan luka berat 
b. Mengakibatkan orangnya mati 
4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai 
berikut : 
a. Mengakibatkan luka berat 
                                                     
18
Ibid., h. 192. Lihat juga Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, Sahih Bukhari, 
(Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), IV: 38. Hadis Nomor 6372. 
19
Leden Marpaung, Tindak Pidana., h. 50. 
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b. Mengakibatkan orangnya mati 
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan 
rincian sebagai berikut : 
a. Penganiayaan berat dan berencana 
b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati. 
 
Sanksi dari tindak pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai 
berikut
20
 : 
1. Pidana Pokok, terdiri dari : 
a. Pidana mati, 
b. Pidana penjara, 
c. Kurungan, 
d. Denda                                                                                                                                                           
e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita 
Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).
21
 
2. Pidana tambahan, terdiri dari : 
a. Pencabutan hak-hak tertentu, 
b. Perampasan barang-barang tertentu, 
c. Pengumuman putusan hakim. 
 
                                                     
20
Moeljatno, KUHP., h. 5-6.  
21
Lihat Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, Himpunan Undang-undang dan Peraturan-
peraturan Hukum Pidana, Jilid I (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 236-238. 
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Suatu ancaman hukuman akan dapat menahan manusia untuk 
melaksanakan kejahatan, yakni ancaman yang bersifat preventif. Apabila orang 
telah mengetahui lebih dulu, bahwa ia akan mendapatkan hukuman, maka ia akan 
takut melakukan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah sosial.
22
 
 
F. Langkah-langkah Penelitian  
1.  Jenis Penelitian 
jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah 
jenis penelitian pustaka (libray research). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik serta komparatif. Metode 
deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut
23
, sedangkan analitik 
adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data 
penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna
24
, 
kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal 
ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, 
sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian. 
                                                     
22
Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, Psikologi., h. 27. 
23
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 10.  
24
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-4 (Yogyakarta: Roke Sarasin, 
1998), h. 43. 
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Pengumpulan Data 
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 
kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan 
meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui 
buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan 
permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun 
skunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar 
akurat. 
4. Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan 
yang ada mengenai delik penganiayaan yang bersumber dari hukum pidana 
Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menjelaskan teks-teks yang 
memerlukan penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam.  
5. Analisa Data 
Dalam hal ini, penyusun mencoba menganalisa data untuk 
mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang penganiayaan dalam 
hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menggunakan 
analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam 
dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan 
17 
 
 
tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen 
dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-
kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam 
pokok permasalahan. 
 
G.  Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan 
lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika 
pembahasan sebagai berikut : 
Bab I      Pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan 
dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian 
dan sistematika penulisan. 
Bab II     Teori delik penganiayaan menurut hukum pidana Islam: pengertian delik 
penganiayaan, pendefinisian delik penganiayaan, klasifikasi delik 
penganiayaan dan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana 
penganiayaan, kematian janin. 
Bab III    Gambaran umum tentang delik penganiayaan menurut hukum pidana 
positif: pengertian delik penganiayaan, klasifikasi delik penganiayaan dan 
sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, kematian janin. 
18 
 
 
Bab IV   Analisis dari dua segi, yaitu segi tindak pidana dan segi pidananya, 
persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. 
Bab V     Kesimpulan dan saran-saran ditutup dengan daftar pustaka. 
19 
 
 
BAB II 
TEORI DELIK PENGANIAYAAN 
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Pengertian Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam 
Pengertian istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan 
penggunaan istilah jarimah dalam hukum Islam. Jarimah mempunyai arti 
larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had, qisas, atau ta'zir.
25
 
Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan 
tersebut datang dari syara' maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan 
kepada orang yang mukallaf. 
Para fuqaha' sering menggunakan kata jinayah untuk jarimah. Mereka 
mengartikan jinayah dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik  
perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa 
fuqaha' yang membatasi kata jarimah pada jarimah hudud dengan 
mengesampingkan perbedaan pemakaian kata jinayah dan jarimah, sehingga 
dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.
26
 
                                                     
25
A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1. 
26
Ibid., h. 1-2. 
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Menurut Makhrus Munajat
27
, untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat 
dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggung-jawaban 
pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu: 
1. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan 
terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman. 
2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu 
perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat 
3. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku jarimah haruslah 
mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap 
jarimah yang dilakukannya. 
 
Sedangkan menurut As-Sayyid Sabiq, kata jinayat adalah bentuk jamak, 
adapun bentuk tunggalnya adalah jinayah yang diambil dari kata jana, yajni yang 
artinya memetik. Dikatakan: "Jana As-Samara" yang artinya ialah: bilamana ia 
mengambil buah dari pohonnya. Dan dikatakan pula: "Jana 'ala Qawmihi 
Jinayatan" yang artinya adalah: ia telah melakukan tindakan kriminalitas 
terhadap kaumnya, karena itu ia dipidana.
28
  
Para ahli fiqh Islam telah membuat terminologi khusus untuk 
mengkatagorikan tindakan-tindakan pidana, yaitu menjadi 3 (tiga) macam: 
1. Jarimah Hudud, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum had 
                                                     
27
Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 
10-11. 
28
As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah,  (Kairo: Dar Al-Fath Lil I’lam Al-‘Arabi, 1990), III : 5. 
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2. Jarimah Qishas Diyat, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas 
dan diyat. 
3. Jarimah Ta’zir, yaitu memberi pelajaran, artinya jarimah yang diancam 
dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman selain had dan qishas diyat 
 
Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada 
dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah terhadap selain jiwa. 
Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan bahwa jinayah terhadap tubuh 
bisa berupa Jinayatul Atraf, Asy-Syijjaj, dan Al-Jirah. Adapun Jinayatul Atraf 
adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau 
cacat tubuh, contohnya; memukul kandungan, atau malas mengkonsumsi 
vitamin.
29
 Asy-Syijjaj adalah pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala 
dan wajah
30
 sedangkan Al-Jarh adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain pada 
selain kepala dan wajah. 
 
B.  Klasifikasi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam 
Menurut Topo Santoso
31
, bahwa para ulama membagi jinayah terhadap 
tubuh menjadi lima macam, yaitu : 
a. Ibanat Al-Atraf, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya 
pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya 
                                                     
29
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhaj Al-Muslim, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 425. 
30
Ibid., h. 429. 
31
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam., h. 38. 
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b. Izhab ma’a Al-Atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota 
badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, 
tuli, bisu dan sebagainya 
c. Asy-Syijjaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus) 
d. Al-Jarh, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di 
dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada 
e. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan 
di atas. 
 
Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
32
, bahwa khusus pada Asy-Syijjaj 
menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok, yaitu; 
1. Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari’at 
mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah; 
a. Al-Mudihah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
menampakkan tulang, 
b. Al-Hasyimah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
menyebabkan pecah atau patahnya tulang, 
c. Al-Munqilah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya, 
d. Al-Ma’mumah, yaitu  pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada 
kulit otak, 
                                                     
32
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhaj Al-Muslim, h. 429-430. 
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e. Ad-Damigah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit 
otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada al-Ma’mumah. 
2. Sedangkan kelompok yang ke dua adalah pelukaan terhadap kepala atau 
wajah yang belum ada penjelasan dari syari’at tentang diyatnya33, yaitu; 
a. Al-Harisah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan 
sedikit kulit dan tidak mengaluarkan darah, 
b. Ad-Damiyah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan 
kulit dan mengeluarkan/mengalirkan darah, 
c. Al-Badi’ah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan 
tulang, artinya mematahkan tulang, 
d. Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada Al-Badi’ah, 
e. As-Simhaq, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir 
mengenai tulang. 
Kemudian pada jenis Al-Jarh dibedakan pula menjadi; Jaifah, yaitu 
pelukaan yang sampai pada rongga perut, pelukaan pada rongga dada, contohnya 
mematahkan tulang rusuk, mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan 
bawah.
34
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Ibid., h. 430. 
34
Ibid. 
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C. Sanksi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam  
Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan Al-'Uqubah yang 
berasal dari kata بقع yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya 
adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas 
ketentuan hukum. 'Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan 
kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim 
atau yang lainnya.
35
 
Wahbah Az-Zuhaili
36
, memberikan definisi; 
 اعرش وهو :ةرّافك لاو اهيف ّدحلا ةيانج وا ةيصعم يلع ةعورشملا ةبوقعلا  
Artinya: Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan 
maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula 
kifarat. 
 
 
Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung-jawaban 
pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata 
lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.
37
 
Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah 
dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana 
maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar 
kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, 
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jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat 
diperberat begitu pula sebaliknya.
38
 
Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak 
pidana terhadap tubuh menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah sebagai 
berikut : 
a. Qisas  
Qisas terhadap selain jiwa (penganiayaan) mempunyai syarat sebagai 
berikut
39
: 
1. Pelaku berakal 
2. Sudah mencapai umur balig 
3. Motivasi kejahatan disengaja 
 
Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang 
melukai. Sedangkan yang dimaksud dengan sederajat disini adalah hanya dalam 
hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu, maka tidak diqisas seorang 
merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula 
diqisas seorang muslim yang melukai kafir zimmi atau memotong anggotanya. 
Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, 
dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam 
keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku diqisas berdasarkan perbuatannya 
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terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan onggota yang 
terpotong, melukai serupa dengan anggota yang terluka.
40
 Kecuali jika korban 
menghendaki untuk pembayaran diyat atau memaafkan pelaku. Besarnya diyat 
disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban. 
Adapun dalam hal tindakan menempeleng, seseorang diperbolehkan 
membalasnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, hal ini sesuai firman 
Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) : 194; 
                  
Artinya: Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu.
41
 
 
Dan Allah telah berfirman pula dalam surat Asy-Syu’ara (42) : 194; 
        
Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
42
 
 
 
 
b. Diyat 
Menurut As-Sayyid Sabiq
43
, diyat adalah : 
لاملا ىّذلا بجي ببسب هيلو وأ هيلع ىنجملا ىلإ ىدؤتو ةيانجلا. 
Artinya: Sejumlah harta yang wajib dibayarkan karena adanya suatu kejahatan, 
diserahkan kepada korban kejahatan atau wali dari si korban. 
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Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
44
, mengatakan bahwa 
dalam hal penganiayaan jenis jinayatul atraf, pelaksanaan diyat dibagi menjadi 
dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya 
saja, adapun diyat yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut : 
1. Menghilangkan akal, 
2. Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga, 
3. Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata, 
4. Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir, 
5. Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung, 
6. Menghilangkan kemampuan bersenggama/jima' dengan memotong zakar atau 
memecahkan dua buah pelir 
7. Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan tulang 
punggung. 
 
Hal-hal tersebut berdasarkan hadis Nabi yang tertera dalam kitabnya 
Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamani
45
, bahwa Rasulullah SAW., bersabda : 
ا نأ هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نع ملسو هيلع الله ىلص يبنل
لاق ...يفو فنَلَا اذإ بعوأ هعدج   ةيّدلا, ةيّدلا نينيعلا ىفو ناّسللا ىفو   ةيّدلا, ىفو نيتفّشلا 
  ةيّدلا, ةيّدلا ركّذلا ىفو  نيتضيبلا ِىفو  ةيّدلا, ىفو بلّصلا   ةيّدلا, ىفو لجرلا ةدحاولا فصن 
 ةيدلا(...لسارملا ىف دوواد وبأ هجرخا , نابح نباو دوراجلا نباو ةميزخ نباو ئاسنلاو
دمحاو.) 
Artinya: Dan dalam hal memotong hidung dikenakan diyat (penuh), dalam hal 
memotong lidah dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah bibir 
dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah pelir dikenakan diyat, 
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dalam hal memotong zakar dikenakan diyat, dalam mematahkan tulang 
belakang dikenakan diyat, dalam hal meluaki dua buah mata dikenakan 
diyat, dan dalam hal mematahkan sebelah kaki dikenakan setengahnya 
diyat. 
 
 
Menurut Abu Bakar Al-Jazairi,
46
 diyat yang dikenakan hanya 
setengahnya saja adalah dalam hal melukai 
1. Satu buah mata  
2. Satu daun telinga 
3. Satu buah kaki 
4. Satu buah bibir 
5. Satu buah pantat 
6. Satu buah alis 
7. Satu buah payudara wanita 
Kemudian pelukaan yang mewajibkan diyat kurang dari setengahnya 
adalah memotong sebuah jari, yaitu diyatnya sepuluh ekor unta, berdasarkan 
hadis,  
لاق ملسو هيلع الله ىلص يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نع 
 : ...ةيد عباصأ نيديلا نيلجّرَلاوأ ءاوس رشع نم لبلإا  ّلكل  عبصأ..(. ىف دوواد وبأ هجرخا
لسارملا ,سنلاودمحاو نابح نباو دوراجلا نباو ةميزخ نباو ئا.) 
Artinya: Diyatnya menghilangkan jari-jari baik jari-jari kedua tangan atau jari-
jari kedua kaki adalah sepuluh ekor unta untuk tiap-tiap jari.
47
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Sedangkan sanksi dalam hal Al-Jarh, sesuai dengan pembagiannya yaitu 
yang telah ditetapan oleh syara' dan adapula yang belum ditetapan oleh syara' 
yaitu sebagai berikut : 
1. Al-Mudhihah, diyatnya sebanyak lima ekor unta, berdasarkan hadis, 
بيعش نب ورمع نعو  نع هيبل نعهعفر مهنع الله ىضر هدج , لاق :...ىف حضاوملا 
سمخ لبلإا نم سمخ( . ةعبرلآاو دمحا هاور). 
Artinya: Dalam hal pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan 
tulang (mudhihah),diyatnya adalah lima ekor unta.
48
 
 
 
2. Al-Munqilah, diyatnya sebanyak lima belas ekor unta, hal ini berdasar apa 
yang tertera dalam hadis, yaitu;  
نع هيبل نع بيعش نب ورمع نعو هعفر مهنع الله ىضر هدج , لاق :...ةلقنملاو سمخ 
ةرشع نم لبلإا( . ةعبرلآاو دمحا هاور). 
Artinya: Dan dalam pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan 
berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya (munqilah), 
diyatnya lima belas ekor unta.
49
 
 
3. Al-Ma'mumah, diyatnya sebesar sepertiga diyat, seperti dalam hadis Nabi. 
Saw,. 
 نعونع هيبل نع بيعش نب ورمع هعفر مهنع الله ىضر هدج , لاق :...ىفو ةمومأملا 
ثلث ةيدلا( . ةعبرلآاو دمحا هاور). 
Artinya: Dan dalam pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit 
otak (ma'mumah) diyatnya adalah sepertiga diyat
50
. 
 
4. Ad-Damighah, hukum dari hal ini sama dengan Al-Ma'mumah yaitu diyatnya 
sepertiga diyat.  
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Dan selain apa yang telah disebutkan di atas hukumnya diqiyaskan 
kepada yang lebih mudah yaitu Al-Mudihah. 
 
D.  Kematian Janin  
Dalam hukum pidana Islam, mengenai kematian janin dijelaskan bahwa 
apabila ada janin yang mati dikarenakan adanya jinayah terhadap ibunya baik 
perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, 
maka diwajibkan hukuman berupa gurrah, baik janin itu mati setelah keluar dari 
kandungan ataupun janin tersebut mati didalam kandungan serta baik janin itu 
laki-laki atau perempuan.  
Adapun gurrah dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus 
dirham, atau sebanyak seratus kambing dan juga dikatakan besarnya adalah lima 
puluh unta.  
Sedangkan pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan sejumlah harta 
kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’. 
Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari ‘aqilah. 
Untuk pembunuhan sengaja diyat diambilkan dari harta kekayaan si pelaku, 
sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena 
kesalahan ditanggung oleh ‘aqilah, hal ini berdasarkan hadis, 
لاق هنع الله يضر ةريره يبا نعو : ليذه نم ناتأرما تلتتقا , ىرخلَا امهادحإ تمرف
اهنطب ىف امو اهتلتقف رجحب ,ملاسلا هيلع الله ىلص الله لوسر ىلإ اومصتخاف , ةيد نأ ىضقف
ةديلو وا دبع ةرغ اهنينج ,اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو ( .ع قفتمهيل) 
31 
 
 
Artinya: Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah 
satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita 
tersebut meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian 
orang-orang membawa masalah ini ke hadapan Rasulillah Saw., maka 
Rasul memutuskan bahwa diyat bagi  janin si wanita yang terbunuh 
adalah gurrah baik laki-laki ataupun wanita, dan Rasul juga 
memutuskan diyatnya wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya.
51
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG DELIK PENGANIAYAAN  
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF 
 
A. Pengertian Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif 
Sebelum penyusun membahas lebih jauh mengenai pengertian 
penganiayaan, terlebih dahulu penyusun akan mengemukakan apa yang 
dimaksud dengan delik. Dalam kamus hukum delik diartikan sebagai suatu 
perbuatan yang melanggar hukum.
52
 Dalam hukum pidana Belanda selain 
memakai istilah strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal 
dari bahasa latin delictum. Dan secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui 
penggunaan strafbaar feit. Prof. Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan 
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya
53
. Dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagi perbuatan atau 
tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan 
oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa unsur-unsur strafbaar feit meliputi: 
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a. suatu perbuatan 
b. perbuatan itu diarang dan diancam dengan hukuman  
c. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan54 
 
Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang 
digunakan pun sama yaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan istilah 
strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang 
dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah 
perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan 
Utrecht menyalin istiah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, di mana beliau 
menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.
55
 Meskipun terdapat 
banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada 
strafbaar feit. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z.Abidin sependapat 
bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan 
yaitu delik.
56
 
Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu 
suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal 
ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti 
penganiayaan tersebut.  
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Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang 
berkenaan dengan tubuh manusia. 
Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai 
berikut : 
Menganiayan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. 
akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, 
tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk 
menambah keselamatan badan ...
57
 
Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan 
sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan 
rasa sakit atau luka pada orang lain”.58  
Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : 
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit 
atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan 
perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan 
yang diperkenankan.
59
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B. Klasifikasi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif 
Menurut Leden Marpaung
60
, secara umum tindak pidana terhadap tubuh 
pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri 
dari : 
a) Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :  
1. Penganiayaan biasa 
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 
3. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati 
b) Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP 
c) Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian 
sebagai berikut : 
1. Mengakibatkan luka berat 
2. Mengakibatkan orangnya mati 
d) Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai 
berikut : 
1. Mengakibatkan luka berat 
2. Mengakibatkan orangnya mati 
e) Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan 
rincian sebagai berikut : 
1. Penganiayaan berat dan berencana 
2. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati. 
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a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP  
Menurut Moeljatno
61
, pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut : 
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. 
(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan 
sengaja. 
(5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum. 
 
Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, bukan 
penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau 
matinya orang. 
Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, 
sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran 
terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana 
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ringan), yang berdasarkan KUHAP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik 
ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.
62
 
Jika kita mencermati Pasal 351 KUHP, maka ada 3 (tiga) jenis 
penganiayaan biasa, yaitu : 
1. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang, 
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, 
3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. 
 
Terhadap penerapan Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang 
mengakibatkan matinya orang, tampaknya tidak begitu sulit atau rumit, tetapi 
pada prakteknya kadang-kadang sulit membedakan dengan Pasal 351 ayat (2), 
misalnya : 
Vera dianiaya oleh Fitri yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena 
dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit 
sehingga dapat diselamatkan jiwanya, dengan, 
Rika dianiaya oleh Eva, yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena 
tidak ada yang menolong, ia keguguran, lalu meninggal. 
Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. 
“Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” yang 
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diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka 
berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata 
“berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk 
menyatakan ukuran.
63
 
 
Menurut Moeljatno
64
, pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai 
berikut ; 
a. Luka berat berarti: 
1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh 
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 
2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 
pencarian; 
3) kehilangan salah satu pancaindra; 
4) mendapat cacat berat (verminking); 
5) menderita sakit lumpuh; 
6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih; 
7) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
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b. Penganiayaan ringan 
Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 
(1)  Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak 
menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, 
dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. 
Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan 
kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah 
perintahnya. 
(2)  Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.
65
 
 
c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 
Hal ini diatur oleh Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 
(1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
66
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Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T.pembentukan 
Pasal 340 diutarakan sebagai berikut :  
Diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu 
sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan 
melakukan kejahatan , sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. 
67
 
M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” 
sebagai: “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 
mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”68 
Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 717 K/Pid/1984 
tanggal 20 September 1985 mengutarakan pendapat, antara lain sebagai berikut : 
Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaaan itu 
timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan 
cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan 
perbuatan itu.
69
  
 
d. Penganiayaan Berat 
Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. 
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(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
70
 
 
e. Penganiayaan Berat Dan Berencana 
Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP yang berbunyi ; 
(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
71
 
 
C. Sanksi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif 
Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan prototype dari prilaku 
menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-
aturan pengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang 
bersangkutan.
72
 Dan salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan 
sanksi pidana.   
Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi 
pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri 
maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga 
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bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan 
atau perbaikan bagi para penjahat.
73
 
Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan 
bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana 
terdiri dari : 
1. Hukuman Pokok (hoofdstraffen). 
a) Hukuman mati. 
b) Hukuman penjara. 
c) Hukuman kurungan. 
d) Hukuman denda. 
e) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita 
Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)
74
 
2. Hukuman Tambahan (bijkomende straffen) 
a) Pencabutan beberapa hak tertentu. 
b) Perampasan barang-barang tertentu. 
c) Pengumuman putusan Hakim. 
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Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan itu 
kelihatannya sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka 
kesederhanaanya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya 
sederhana dalam pelaksanaanya kurang memperhatikan sifat obyektifitas 
hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan 
hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal 
inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antar para 
ahli hukum. 
a). Hukuman Pokok. 
1. Hukuman mati. 
Sejak hukuman pidana berlaku di Indonesia yang kemudian 
dicantumkan sebagai Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, tujuan 
diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan 
bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap 
ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Dengan suatu putusan yang 
kemudian harus dilaksanakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana berat 
dan kejahatan lain yang diancam dengan hukuman sama, maka diharapkan 
hendaknya masyarakat menjadi takut dan jangan sampai melakukan tindak 
pidana berat atau kejahatan lainnya yang dapat dihukum mati. Di samping itu 
suatu pendirian “dalam mempertahankan tertib hukum dengan menghukum 
mati seseorang karena tingkah lakunya yang dianggap membahayakan” ada di 
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tangan pemerintah. Karena itu hukuman mati menurut pemerintah adalah yang 
sesuai dengan rasa keadilannya. 
Di Indonesia, sistem hukumannya masih mempertahankan hukuman 
mati, hal ini tentu mempunyai pertimbangan tersendiri. Dan walaupun pada 
tahun 1981 pernah dipermasalahkan oleh para ahli hukum tentang hukuman 
mati itu, tetapi sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Hal ini tidak berarti 
bahwa di Indonesia ada gejala “homo homini lupus”, melainkan kejahatan 
terhadap negara perlu diberi pertanggung-jawaban yang seimbang. 
Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam Pasal 11 KUHP yang 
menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat 
gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher 
terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.75 
2. Hukuman penjara. 
Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para 
terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Tempat 
terhukum yang ada sampai sekarang  merupakan peninggalan penjajah terdiri 
dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar yang satu 
sama lain tidak dapat berhubungan. Fungsi kamar untuk ditempati terhukum 
seorang diri tanpa dapat berkomunikasi dengan terhukum lainnya dan 
kelihatan seperti orang yang dikucilkan dari pergaulan sosial. Dengan jalan 
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demikian diharapkan terhukum kelak kalau selesai menjalankan hukumannya 
akan menjadi insyaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. 
Tetapi tindakan seperti itu tidak bertujuan mendidik secara positif, sebab 
secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang 
berakibat sakit mental, kejahatan besar atau kejahatan kambuhan. 
Dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi inilah, yang berarti 
tidak ada perbaikan tingkah laku, maka pemerintah Indonesia mengubah 
fungsi penjara menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Artinya para terhukum 
ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal 
sejak terhukum masuk lembaga di samping lamanya menjalani hukuman itu. 
Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti 
bimbingan mental rohani dan ketrampilan. 
3. Hukuman kurungan. 
Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya 
perbedaanya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman 
hukumannnya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya 
kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat 
bulan. 
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4. Hukuman denda. 
Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, 
sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan Hakim yang dibebankan 
kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. 
Pidana denda ini diancamkan terhadap hampir semua pelanggaran 
(overtredingen) yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap 
kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak 
sengaja.
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Ancaman pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum 
pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi ditentukan 
hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 
(1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-undang 
No. 18/Prp/1960)
77
. Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana 
denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.
78
 
Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam 
Pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terhukum, 
maka akan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. 
Dilihat dari pelaksanaan pembayaran yang demikian akan mengaburkan sifat 
hukumannya. 
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5. Pidana Tutupan 
Pidana tutupan ini dikenal dalam KUHP sesudah tahun 1946 
berdasarkan Undang-undang N0. 20 Tahun 1946 (Berita Negara RI Tahun II 
No. 24 tangga 1 dan 15 November 1946), dan merupakan tambahan pidana 
pokok pada Pasal 10 KUHP. 
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tersebut 
menyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang 
diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut 
dihormati, maka Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan (fertungshaft)." 
Pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan apabila Hakim berpendapat 
perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau 
akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga terhadap 
perbuatan lebih tepat bila dijatuhi dengan pidana penjara (Pasal 2 ayat (2)). 
Pelaksanaan pidana tutupan dan segala sesuatunya yang perlu untuk 
menjalankan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 itu diatur oleh Peraturan 
Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 
yang dinamakan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Tutupan.
79
 
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah 
No. 8 Tahun 1948 yang dimaksud rumah tutupan itu bukan suatu penjara 
biasa, dan suatu tempat yang lebih baik daripada penjara biasa sesuai dengan 
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oang yang dijatuhi pidana tutupan bukan orang atau terdakwa biasa, karena 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan kejahatan biasa melainkan 
pada umumnya para pelaku kejahatan politik.
80
 
 
b). Hukuman Tambahan. 
Menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan ini 
dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan kata 
"tambahan" yang diletakkan di belakang kata pidana, maka pidana tambahan 
itu hanya dapat ditetapkan di samping pidana utama atau pidana pokok. 
Apabila Hakim tidak dapat menetpkan suatu pidana pokok dengan sendirinya 
tidak dapat pula menetapkan pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan 
ini pada dasarnya bersifal fakultatif, dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang 
ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidaklah merupakan suatu keharusan. 
Tujuan diadakannya pidana tambahan adalah bersifat preventif khusus. 
Sifat preventif khusus ini kadang-kadang begitu besarnya, sehingga sifatnya 
sebagai pidana lalu hilang sebagaimana ternyata dalam hal penyertaan yang 
kadang-kadang dalam UU tidak merupakan tambahan lagi, melainkan suatu 
tindakan tambahan.  
Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok 
kalau dalam putusan Hakim ditetapkan hukuman tambahannya. 
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1. Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Pidana tambahan pencabutan hak oleh Undang-undang Hukum Pidana 
ditegaskan bahwa pencabutan tersebut hanya terhadap beberapa hak tertentu 
saja. Jika diartikan dicabut semua hak itu berarti kehilangan kesempatan 
hidup. Pencabutan semua hak itu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 
3 KUH Perdata yang menyatakan: "Tiada hukuman yang dapat 
mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil 
(beenerlei straf den burgerlijken dood of het verlies van alle burgerlijke 
regten ten gevolve).
81
 
Pencabutan hak-hak tertentu itu tidak dengan sendirinya karena 
penjatuhan pidana pokok, melainkan harus dengan suatu putusan Hakim dan 
tidak untuk selama-lamanya. Hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 ayat 
(1) KUHP   
Sedangkan untuk lamanya pencabutan adalah sesuai dengan Pasal 38 
ayat (1) dan (2) KUHP. 
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Pidana tambahan terhadap perampasan barang-barang tertentu 
termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan 
pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipum perampasan tersebut 
hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan 
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dirampasnya barang-barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana 
menjadi berkurang. 
Di antara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan 
barang inilah yang paling banyak atau paling sering dijatuhkan oleh 
Pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi, atau imperative, atau 
fakultatif. 
3. Keputusan Hakim 
Sesuai dengan sifat kejahatan atau keadaan yang menjadi obyek 
kejahatan terpidana dapat dikenai tambahan pengumuman putusan Hakim. 
Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan Hakim ini di Indonesia 
jarang sekali dijalankan karena ketentuan bahwa keputusan Hakim Pengadilan 
dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh Ketua di 
muka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu 
serta Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri dan Penasihat. 
Maksud diadakannya "Pengumuman Keputusan Hakim" dalam bab 
tentang pidana tambahan ini adalah publikasi ekstra, misalnya di dalam surat 
kabar, dibuat plakat yang ditempelkan pada dinding gedung pemerintahan, 
gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, 
pengumuman melalui siaran radio, televisi dan lain sebagainya. Biaya untuk 
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publikasi ekstra ini dibebankan kepada terpidana yang ditentukan 
pembayarannya.
82
   
Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHP merupakan 
sanksi sejak tahun 1915. Adapun penerapan sanksi terhadap delik 
penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang tercantum dalam Pasal 
351-358 adalah sebagai berikut : 
a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan 
luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman 
penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila meyebabkan 
korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh 
tahun. 
b. Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk 
menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus 
rupiah. 
c. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila 
mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-
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lamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
d. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila 
mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya sepuluh tahun. 
e. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibtkan luka berat dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan apabila 
mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun. 
f. Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan 
apabila mengakibatakan kematian dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya empat tahun. 
 
Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya 
mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP 
bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah pada unsur "dolus" atau 
"bentuk kesengajaan" terutama dengan bentuk "dolus eventualis". 
Apabila dibuat sebuah daftar mengenai jenis penganiayaan, maka akan 
diperoleh hasil sebagai berikut : 
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NO Jenis Penganiayaan Pasal Akibat Sanksi 
1 Penganiayaan biasa 351 - tidak luka berat dan tidak mati 
 
- luka berat 
- kematian 
- 2 tahun  
  8 bulan 
- 5 tahun 
- 7 tahun 
2 Penganiayaan ringan 352 - tidak menjadikan sakit... - 3 bulan 
3 Penganiayaan berencana 353 - tidak luka berat / mati 
- luka berat 
- kematian  
- 4 tahun 
- 7 tahun 
- 9 tahun 
4 Penganiayaan berat 354 - luka berat 
- kematian 
- 8 tahun 
- 10 tahun 
5 Penganiayaan berat dan 
berencana 
355 - luka berat 
- kematian  
- 12 tahun 
- 15 tahun 
6 Turut perkelahian 358 - luka berat 
 
- kematian 
- 2 tahun  
  8 bulan 
- 4 tahun 
 
 
54 
 
 
D. Kematian Janin 
Pengguguran atau penganiayaan yang menyebabkan matinya janin dalam  
kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung (pembunuhan). 
Sedang kejahataan ini dicantumkan dalam pasal 347 yang rumusannya adalah: 
(1)  Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 
seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 12 tahun 
(2)  Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 
 
Sedang unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah: 
Unsur-unsur obyektif; 
1) Perbuatan: a) menggugurkan; 
b) Mematikan; 
2) Obyek: kandungan seorang perempuan; 
3) Tanpa persetujuan perempuan itu; 
Unsur subyektif: dengan sengaja. 
Tanpa persetujuan dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan. Mungkin 
terjadi dalam hal perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh orang lain itu maksudnya adalah untuk menggugurkan atau 
mematikan kandungannya, misalnya dalam keadaan sakit, kemudian sengaja 
disuntikan sesuatu obat oleh perawat kesehatan yang obat itu mematikan atau 
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menggugurkan kandungannya. Bisa juga terjadi dalam hal, ia mengetahui bahwa 
perbuatan oleh orang lain terhadap kandungannya, akan tetapi ia tidak berdaya 
karena misalnya dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
83
. 
Tanpa persetujuannya, artinya perempuan itu tidak menghendaki akibat 
gugurnya atau matinya janin yang ada dalam kandungan itu, dan tidak selalu 
tidak setuju terhadap wujud perbuatannya. Bisa terjadi terhadap perbuatan yang 
dilakukan orang lain itu disetujuinya baik secara diam-diam maupun secara 
terang, akan tetapi karena ia tidak mengetahui akibat perbuatan itu kandungannya 
akan mengalami gugur atau mati. Hal ini dapat terjadi misalnya, seorang bidan 
yang dengan maksud untuk menggugurkan kandungan seorang perempuan, 
lantas menyuntikan suatu obat yang dapat menimbulkan keguguran pada 
perempuan itu
84
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BAB IV 
ANALISIS DELIK PENGANIAYAAN 
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF  
 
A. Analisis Tindak Pidana 
1. Perspektif ‘Ulama 
Berdasarkan pada pembahasan yang telah penyusun utarakan pada bab-
bab sebelumnya, maka penyusun menganalisa bahwa hukum pidana Islam 
melarang adanya suatu perbuatan penganiayaan maupun pembunuhan dan telah 
mengatur penganiayaan dan pembunuhan dengan memberikan suatu ancaman 
hukuman tertentu.  
Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan yang 
menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi 
dua macam: 
1. Pembunuhan sengaja 
2. Pembunuhan tidak sengaja 
 
Sedangkan Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hambali,85 membagi 
pembunuhan menjadi tiga macam: 
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1.  Pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd) yaitu suatu perbuatan penganiayaan 
terhadap seseorang dengan maksud untuk meghilangkan nyawa. 
2.  Pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-‘amd) yaitu pebuatan penganiayaan 
terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi 
mengakibatkan kematian. 
3.  Pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata’) yaitu pembunuhan yang 
disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian. 
 
Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang dapat dipidana 
haruslah ada unsur-unsur tertentu di dalamnya. Adapun menurut A. Hanafi
86
, 
bahwa unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana positif tersebut sama dengan 
unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut adalah 
sebagai berikut; 
a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan 
terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman. 
b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu 
perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat 
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c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku jarimah haruslah 
mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap 
jarimah yang dilakukannya. 
Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di sini, yaitu tentang 
penganiayaan terhadap ibu hamil, dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jelas merupakan sebuah delik. 
Di samping hal tersebut, kasus tersebut telah lengkap mengandung unsur-
unsur yang telah disebutkan di atas. Sehingga apabila ada orang yang melakukan 
perbuatan itu dia dapat dikenakan pidana sesuai dengan aturan yang telah 
ditentukan masing-masing sistem hukum. 
 
Hukum pidana Islam membagi penganiayaan menjadi berberapa jenis. 
Pembagian tersebut berdasarkan kepada bentuk perbuatan serta akibat yang 
ditimbulkan. Secara garis besar penganiayaan dalam hukum Islam terbagi atas 
jinayah al-Atraf, asy-Syijjaj, serta al-Jarh. 
 
2. Perspektif Hukum Positif 
Dalam hukum pidana positif bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan 
yang dapat menyebabkan rasa sakit/ luka terhadap orang lain. Untuk mengetahui 
penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam 
59 
 
 
kasus tersebut masuk pada jenis yang mana perlu diketahui unsur-unsur yang 
menyertainya, seperti pada Pasal 353 dan 355 KUHP, yang berbunyi: 
1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
87
 
 
Sedangkan pasal 355 berbunyi: 
1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. 
2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
88
 
 
Adapun menurut Leden Marpaung, bahwa unsur-unsur tersebut menurut 
hukum positif adalah:  
a. Adanya suatu perbuatan 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman  
                                                     
87
Moeljatno, KUHP,  h. 125-127. 
88
Ibid., h. 126. 
60 
 
 
c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan89 
 
Sedangkan dalam hukum pidana positif, apabila  mencermati KUHP lebih 
dalam Pasal 90 KUHP tentang pengertian “luka berat”, dalam pasal tersebut 
disebutkan, Menurut Mulyatno
90
, bahwa luka berat berarti: 
1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan   sembuh 
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 
2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 
pencarian; 
3) kehilangan salah satu pancaindra; 
4) mendapat cacat berat (verminking); 
5) menderita sakit lumpuh; 
6) terganggu daya fikir selama empat minggu lebih; 
7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. 
 
Dalam rumusan luka berat yang paling bawah disebutkan bahwa yang 
termasuk dalam katagori luka berat adalah gugurnya atau matinya janin seorang 
perempuan. Hal tersebut apabila kita tarik ke dalam kasus yang penyusun 
kemukakan dapat diartikan bahwa kasus tersebut merupakan kasus penganiayaan 
yang mengakibatkan luka berat pada korban, dalam hal ini adalah gugurnya atau 
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matinya janin. Kemudian jika kita lihat dari pembagian jenis penganiayaan 
menurut KUHP terdapat beberapa jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka 
berat, yaitu penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dan juga 
358 KUHP. 
 
B.  Analisis Hukumnya   
Baik di dalam hukum pidana Islam maupun pidana positif telah 
dirumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang melawan 
hukum. Mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan 
matinya janin, apabila ditinjau dari kedua penerapan hukumnya, bahwa hukum 
pidana Islam dan hukum pidana positif pada dasarnya sama-sama bertujuan 
untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman 
kepada masyarakat serta individu. 
Dalam hukum pidana Islam delik penganiayaan merupakan suatu delik 
dengan ancaman sanksi tertentu yang telah ditetapkan. Delik tersebut ketentuan 
hukumnya berdasarkan pada Al-Qur’an juga pada As-Sunnah, ketentuan yang 
ada dalam Al-Qur'an adalah pada surat An-Nisa (4) 92 yang berbunyi, 
                             
                           
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                       
                         
                    
Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa 
membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar 
diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika 
mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah jika ia (si terbunuh) dari 
kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, 
Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya 
yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk 
penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.
91
 
 
 
Sedangkan hadis yang menerangkan mengenai ketentuan hukum delik 
penganiayaan atau dalam istilah pidana Islam sebagai jarimah/jinayah terhadap 
selain jiwa ada beberapa jenis,  di antaranya adalah sebagai berikut : 
 نا هدج نع هيبا نع مزح نب رمع نب دمحم نب ركب ىبا نعويلص يبنلا لاق ملسو هيلع الله :
...يفو فنلَا اذإ بعوأ هعدج ةيدلا ,ةيدلا نينيعلا يفو ,ىفو ناسللا ةيدلا, ىفو نيتفشلا ةيدلا ,
ةيدلا ركذلا يفو, ىفو نيتضيبلا ةيدلا, ىفو بلصلا ةيدلا, ىفو نينيعلا ةيدلا, ىفو لجرلا 
ةدحاولا فصن ةيدلا 
Artinya: Dan dalam hal memotong hidung dikenakan diyat (penuh), dalam hal 
memotong lidah dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah bibir 
dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah pelir dikenakan diyat, 
dalam hal memotong zakar dikenakan diyat, dalam mematahkan tulang 
belakang dikenakan diyat, dalam hal meluaki dua buah mata dikenakan 
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diyat, dan dalam hal mematahkan sebelah kaki dikenakan setengahnya 
diyat.
92
 
 
لاق هنع الله يضر سابع نبا نعو :دةي عباصأ نيديلا نيلجرلاوأ ءاوس رشع نم لبلإا لكل 
عبصأ( .نابح نبا هجرخا) 
Artinya: Diyatnya memotong jari-jari baik jari-jari kedua tangan atau jari-jari 
kedua kaki adalah sepuluh ekor unta untuk tiap-tiap jari.
93
 
 
 
Menurut Mulyatno
94
, dalam pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut : 
1)   Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. 
2)   Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. 
3)   Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara 
selama-lamanya tujuh tahun. 
4)   Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. 
5)   Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum. 
 
Sedang dalam pasal 352 KUHP  bunyinya sebagai berikut : 
a. Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak 
menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, 
dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-
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lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. 
Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan 
itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya. 
b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.95 
 
Pasal 353 KUHP  bunyinya sebagai berikut : 
(1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
96
 
 
Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 
(1)  Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
97
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Pasal 355 KUHP yang berbunyi ; 
(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
98
 
Pemberian pidana atau sanksi dalam hukum pidana Islam dapat 
dikenakan apabila pelaku penganiayaan telah memenuhi kualifikasi dan syarat-
syarat dari suatu delik penganiayaan, demikian juga berlaku dalam hukum pidana 
positif. 
 
Dalam hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman bagi 
pelaku penganiayaan yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun beberapa hadis 
yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yang besar kecilnya 
tergantung dari tingkat penganiayaan itu sendiri. Hukuman tersebut adalah 
berupa qisas, diyat, ta’zir serta kifarah. Penetapan dari sanksi tersebut 
disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan. Sedangkan untuk delik 
penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan sanksi hukumannya lebih berat 
lagi, yaitu hukum qisas dengan cara membalas membunuh pelaku delik 
pembunuhan, hukum qisas ini dilakukan oleh wali si korban (waliy ad-dam). 
Akan tetapi selain sanksi qisas tersebut bagi waliy ad-dam diperbolehkan 
                                                     
98
Ibid. 
66 
 
 
memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu antara hukum qisas atau 
mengambil diyat atau bahkan memaafkan pelaku. 
Allah SWT berfiman dalam surat Al-Baqarah (2) : 178; 
                  
Artinya : Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi 
ma'af dengan cara yang baik (pula).
99
 
 
Sedangkan pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan sejumlah harta 
kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’. 
Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari ‘aqilah. 
Untuk pembunuhan sengaja diyat diambilkan dari harta kekayaan si pelaku, 
sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena 
kesalahan ditanggung oleh ‘aqilah, hal ini berdasarkan hadis, 
لاق هنع الله يضر ةريره يبا نعو :ليذه نم ناتأرما تلتتقا  , ىرخلَا امهادحإ تمرف
اهنطب ىف امو اهتلتقف رجحب ,ملاسلا هيلع الله ىلص الله لوسر ىلإ اومصتخاف , ةيد نأ ىضقف
ةديلو وا دبع ةرغ اهنينج ,اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو ( .هيلع قفتم) 
Artinya: Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah 
satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita 
tersebut meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian 
orang-orang membawa masalah ini ke hadapan Rasulillah Saw., maka 
Rasul memutuskan bahwa diyat bagi  janin si wanita yang terbunuh 
adalah gurrah baik laki-laki ataupun wanita, dan Rasul juga 
memutuskan diyatnya wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya.
100
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Dalam hukum pidana positif, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku 
penganiayaan disertakan dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai 
penganiayaan itu sendiri, yaitu pada Pasal 351-358 KUHP. Dalam Pasal-pasal 
tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan sesuai dengan 
jenis penganiayaannya, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara serta 
hukuman denda. Sedangkan dalam delik penganiayaan sendiri hukuman penjara 
paling lama adalah lima belas tahun, yaitu pada jenis penganiayaan berat dan 
berencana yang mengakibatkan kecacatan si korban, hal ini tertuang dalam Pasal 
354 KUHP selain mengatur penganiayaan berat dan berencana yang 
mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 
dua belas tahun.                
Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut 
terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yaitu adanya 
hukuman penjara dalam hukum pidana positif, sedangkan dalam hukum pidana 
Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara. 
Dalam hukum pidana Islam qisas juga bisa berupa balasan terhadap 
tindak penganiayaan, yaitu dengan cara membalas serupa apa yang dilakukan 
oleh pelaku baik itu yang menyebabkan cacat, seperti terpotong tangan atau 
hanya menimbulkan rasa sakit seperti dalam hal penempelengan. 
Kemudian mengenai hukuman yang berupa pidana penjara, dalam hukum 
pidana Islam secara jelas tidak disebutkan, namun sebagaimana pendapat 
sebagian besar ulama hukuman penjara adalah sebagai wujud dari hukuman 
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pengasingan. Hukuman pengasingan tersebut ada di dalam ketentuan mengenai 
jarimah perampokan yang pelakunya hanya menakut-nakuti masyarakat tanpa 
melakukan perampasan harta maupun pembunuhan. Akan tetapi ketentuan 
lamanya pengasingan tersebut tidak ditentukan, yaitu sampai si pelaku bertaubat. 
Dalam KUHP, pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang 
berwujud perampasan atau pengurangan kemerdekaan seseorang, dalam arti 
bahwa seseorang tidak dapat bertindak dengan bebas selama dalam penjara, ia 
harus mematuhi segala perturan yang ada dalam penjara tersebut. Lamanya 
berada dalam penjara tergantung pada jenis hukuman dari perbuatan melanggar 
hukum yang dilakukannya. 
Selain hukuman penjara, KUHP juga terkadang menyertakan pidana 
pokok lain yaitu pidana denda, seperti dalam KUHP Pasal 352 tentang 
penganiayaan ringan, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penganiayaan 
ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan 
atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Pidana denda ini oleh pembuat 
undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, 
yang ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut 
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Undang-undang No. 18/Prp/1960).
101
 Dalam rancangan KUHP yang baru 
minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah. 
Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 
30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus si terhukum, maka akan 
dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. 
Dalam hukum pidana Islam denda diistilahkan dengan diyat, merupakan 
pilihan kedua setelah qisas dalam hal penganiayaan, apabila tidak 
memungkinkan untuk dilakukan qisas maka secara otomatis akan beralih pada 
hukuman diyat. Besar dari diyat telah ditetapkan oleh syara’ melalui beberapa 
hadis yang mengatur tentang jarimah selain jiwa (penganiayaan). 
Pada mulanya pembayaran diyat menggunakan unta, tapi jika unta sulit 
ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti 
emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan 
unta. 
Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi 
pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik 
domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 
200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.
102
  
Dalam kasus yang dikemukakan oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu 
penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, 
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berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa menurut hukum pidana positif sebagaimana tercantum dalam 
KUHP, yaitu  terdapat delik penganiayaan. Penganiayaan diatur dalam KUHP 
dalam Pasal 354.  KUHP yang bunyinya sebagai berikut :  
(1)  Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
103
 
 
Pasal 355 KUHP yang berbunyi ; 
(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
104
 
 
Apabila berdasarkan Pasal 90 KUHP dalam mengartikan luka berat dan 
diterapkan dalam pasal-pasal penganiayaan, maka dalam Pasal 351 KUHP ayat 
(2) tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang 
menyatakan: “Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum 
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dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”105, maka perbuatan 
penganiayaan dalam kasus yang dibicarakan merupakan penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 
lima tahun. 
Pasal yang lain dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah 
Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, bunyi 
dari pasal tersebut: 
(1)  Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
(2)  Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(3)  Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
106
 
 
Dalam Pasal 353 ayat (2) tersebut disebutkan apabila penganiayaan 
berencana itu mengakibatkan luka berat maka pelakunya diancam dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Kemudian jika dimasukkan ke 
dalam kasus yang dibahas, apabila dalam kasus tersebut terbukti ada unsur 
perencanaan terlebih dahulu maka kasus yang dikemukakan bisa dikatagorikan 
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sebagai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan 
ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
Pasal 354 KUHP juga menjelaskan penganiayaan yang juga berakibat 
luka berat dan jenis dari penganiayaan tersebut juga merupakan penganiayaan 
berat, bunyi Pasal 354 KUHP,  
(1)  Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
107
 
 
Pembagian dari jenis ini dikatagorikan berdasarkan kepada akibat yang 
ditimbulkannya yaitu luka berat dan kematian, jadi apabila kasus yang 
dikemukakan dikatagorikan ke dalam jenis ini maka ancaman hukumannya 
adalah selama-lamanya delapan tahun. 
Dan yang terakhir adalah Pasal 355 KUHP yaitu tentang penganiayaan 
berat dan berencana. Pasal ini merupakan gabungan dari dua pasal sebelumnya. 
Dalam pasal ini disebutkan: 
(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
108
  
                                                     
107
Ibid. 
73 
 
 
Dalam pasal di atas khususnya pada ayat (1) dijelaskan bahwa 
penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu diancam dengan hukuman 
penjara selama-lamanya dua belas tahun, penggolongan penganiayaan tersebut 
juga berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan yaitu luka berat serta kematian, 
jadi kasus yang dikemukakan juga bisa dimasukkan ke dalam jenis penganiayaan 
ini apabila memang ada unsur direncanakan terlebih dahulu. 
Jadi, delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin 
dikatagorikan kedalam Jarimah al-Qisas Diyat, yaitu tindakan pidana yang 
bersanksikan hukum qisas diyat. Sedangkan dalam hukum pidana positif, 
penganiayaan secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sanksi 
hukuman pokok yang dikenakan ada beberapa macam, yaitu hukuman mati, 
hukuman penjara, serta hukuman denda, dengan hukuman tambahan berupa 
pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta 
pengumuman putusan Hakim. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan pada hukum pidana Islam, bahwa penganiayaan (Jarimah) 
adalah larangan-larangan syara’ yang diancam dengaan hukuman had, qisas 
atau ta’zir. sedangkan delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian 
janin dikatagorikan kedalam Jarimah al-Qisas, yaitu tindakan pidana yang 
bersanksikan hukum qisas.  
2. Hukum pidana positif, bahwa penganiayaan secara umum adalah setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau 
luka pada orang lain. Sanksi hukuman pokok yang dikenakan ada beberapa 
macam, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, serta hukuman denda, dengan 
hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan 
barang-barang tertentu serta pengumuman putusan Hakim. 
3. Setelah melalui analisis dalam skripsi ini, ternyata dalam kasus penganiayaan 
terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam penerapan 
sanksi hukumnya sama-sama memberikan ancaman pidana untuk orang yang 
melakukan penganiayaan dan sama juga dalam merumuskan tujuan pemberian 
pidana yaitu untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta 
pengayoman kepada seluruh masyarakat serta individu. Dari segi penerapan 
sanksi pidana bagi pelaku delik penganiayaan terhadap ibu hamil, dalam 
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hukum pidana Islam sanksi hukumnya berupa qisas. Sedangkan mengenai 
kematian janin dalam perut ibunya hukum pidana Islam menentukannya 
sebagai sebuah penganiayaan yang bersanksikan gurrah, yaitu semacam 
hukuman diyat yang besarnya adalah lima ratus dirham atau seratus ekor unta 
yang dibayarkan kepada si ibu atau keluarganya. Sedang hukum pidana positif 
juga membagi penganiayaan menjadi beberapa bagian sesuai dengan berat 
ringannya perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Pembagian tersebut 
berdampak pula dalam pemberian pidananya. Hukuman yang berlaku untuk 
tindak penganiayaan adalah hukuman penjara.  
 
B. Saran-saran  
1. Adapun delik penganiayaan adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat 
membahayakan bagi keselamatan jiwa dan raga manusia serta dapat 
mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat 
diharapkan bagi para penegak hukum untuk selalu siap siaga dalam 
menghadapi segala bentuk kejahatan dan mampu bertindak tegas terhadap 
para pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi pidana kepada mereka 
sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan apa yang telah 
mereka perbuat tanpa pandang bulu. Selain itu perlu adanya peran aktif dari 
masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat, 
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sehingga supremasi hukum di negara ini dapat ditegakkan dan dirasakan oleh 
seluruh lapisan masyarakat. 
2. Hukum pidana yang ada semaksimal mungkin disesuaikan dengan hukum 
pidana islam dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa hukum 
pidana islam itu lebih mannusiawi dan menjaga hak-hak asasi manusia. 
3. Negara Indonesia adalah negara yang besar yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam, akan tetapi, hukum pidana yang masih diberlakukan adalah 
hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, 
perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sehingga 
diharapkan dengan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidak-
tidaknya dapat memberi nafas terhadap pemberlakuan hukum nasional. Selain 
itu terhadap para pakar hukum Islam dapat memberikan informasi mengenai 
hukum Islam tersebut sehingga dapat diterima dengan baik di kalangan 
masyarakat demi untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat 
yang di idam-idamkan serta mendapatkan rahmat dari Allah ‘azza wajalla. 
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